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     BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai 

kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat 

yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang 

kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah 

adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 yang telah diamandemen mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara 

Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan 

setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, 

jasa publik dan pelayanan administratif makna tersebut mengandung amanat. 

Pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai 

bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih menghadapkan 

pada penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut bisa disebabkan oleh 

ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi 

luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, 

tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global 

yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, 

transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang 

diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah 

kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek 

pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan 
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publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan 

hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat 

memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. 

Pelayanan publik menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat 

kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk 

memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menempatkan 

dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat. Akibatnya, sikap 

dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung 

mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Akses terhadap pelayanan dan 

kualitas pelayanan publik sering berbeda bergantung pada kedekatannya dengan 

elit birokrasi dan politik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam 

masyarakat yang merasa diperlakukan secara tak wajar oleh birokrasi publik 

(Dwiyanto, 2006:2). 

Selama ini, pemerintah sebenarnya juga selalu mengumandangkan bahwa 

aparatur pemerintah adalah merupakan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, 

sudah jelas bahwa tugas utama dari aparatur pemerintah yaitu memberikan 

kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah.Terwujudnya 

pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan 

yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur 

negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik 
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merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan 

dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah. 

Ditinjau dari kebutuhan masyarakat, pelayanan publik sangatlah penting, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Pelayanan dalam bentuk barang 

publik dapat berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat 

seperti jalan raya, air bersih dan lain sebagainya. Semakin tinggi kualitas 

pelayanan dalam bentuk barang publik maka kehidupan masyarakat akan baik, 

artinya tidak ada masalah yang menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari-

hari. Sementara pelayanan dalam bentuk jasa sangat dibutuhkan masyarakat, 

seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan serta penyelenggaraan transportasi. 

Menurut Poltak Lijan Sinambela 2006 setiap manusia membutuhkan 

pelayanan, bahkan pelayanan itu sendiri merupakan suatu kebutuhan kehidupan 

manusia. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menuntut 

kualitas tertentu. Pelayanan yang diselenggarakan pengelola melalui aparatnya, 

walaupun tidak bertujuan mencari keuntungan namun tetap harus mengutamakan 

kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat 

yang dilayani. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik 

dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan 

layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka 

melayani. Dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi 

suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaburatis dan dialogis. Dari cara- 

yang sloganis menuju cara kerja yang realistik pragmatis (Miftah Toha, 1996). 

Kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam upaya peningkatan kualitas 

pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan 

dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat 

selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah 

dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada 

semua tingkatan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu 

terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan untuk mengetahui 

kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan 
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penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan 

indeks kepuasan masyarakat; berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), 

salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah 

menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi 

kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sehingga 

ditetapkan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit 

pelayanan Instansi Pemerintah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur NegaraNomor: Kep/25/M.Pan/2/2004. 

Berdasarkan uraian dan persepsi inilah yang kemudian melatarbelakangi 

penulis untuk mengambil judul “Indeks Kepuasan  Masyarakat  pada 

pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Bangkalan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang  di atas, maka dalam penelitian dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Indeks pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan?  

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Indeks pelayanan publik di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1 Mengetahui kinerja Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil  Kabupaten Bangkalan.  

2 Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kepuasan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat akademis, hasil penelitian ini merupakan indeks kepuasan 
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masyarakat yang bisa menjadi bahan kajian, pengembangan ilmu 

pemerintahan, khususnya pada mata kuliah yang berhubungan dengan 

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik  

b. Manfaat praktis, digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Publik  

c. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini menjadi bahan rujukan bagi 

peneliti lain yang tertarik pada kajian indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Publik pada fokus yang sama.  

d. Tambahan literatur serta bahan kajian untuk diteliti lebih lanjut khusunya 

mahasiswa ilmu pemerintahan.  

 

1.5 Batasan masalah 

a) Perhitungan indeks kepuasan masyarakat hanya dilakukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan 

b) Untuk data pendukung yang digunakan hanya pada tahun 2014/2015 

  

 


